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 Determining the time limit for a missing heir is a crucial issue in Islamic 
inheritance law and Indonesian legislation. In Islamic law, there are 
differing opinions among scholars regarding the waiting period for 
declaring a missing person deceased, ranging from four years to 
depending on the judge's ijtihad. Meanwhile, the Civil Code provides a 
provision of up to five years, while the Compilation of Islamic Law 
(KHI) does not explicitly regulate this, so judges play a crucial role in 
determining the status of missing. This research used a qualitative 
method with a case study approach at the Medan City Religious Court, 
through interviews with judges and a review of court decisions. The 
results show that judges determine the status of missing heirs by 
considering the circumstances of the disappearance, evidence, 
witnesses, and search efforts made by the heirs. Mafqud inheritances 
may not be distributed before legal certainty is achieved to protect their 
rights. In the era of the industrial revolution 4.0, digital technology also 
influences the process of determining mafqud, particularly through 
digital footprints, population data, and electronic evidence that can 
strengthen judges' considerations. However, technological advances 
also pose new challenges, such as the presence of digital assets in 
inheritances. Therefore, collaboration between Islamic law, Indonesian 
positive law, and the use of modern technology is necessary to ensure 
that the determination of mafqud status is fair, wise, and relevant to 
current developments.  

  

 

Penentuan batas waktu pewaris yang mafqud (orang hilang) merupakan 
persoalan penting dalam hukum kewarisan Islam maupun perundang-
undangan di Indonesia. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan 
pendapat ulama terkait masa tunggu untuk menyatakan seseorang yang 
hilang telah meninggal dunia, mulai dari empat tahun hingga 
bergantung pada ijtihad hakim. Sementara itu, KUHPerdata 
memberikan ketentuan hingga lima tahun, sedangkan Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) tidak secara tegas mengatur hal ini sehingga hakim 
memiliki peran penting dalam menetapkan status mafqud. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di 
Pengadilan Agama Kota Medan, melalui wawancara dengan hakim 
serta telaah putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hakim menetapkan status mafqud dengan mempertimbangkan kondisi 
hilangnya, bukti, saksi, serta usaha pencarian yang dilakukan ahli 
waris. Harta peninggalan mafqud tidak boleh dibagikan sebelum 
adanya kepastian hukum demi menjaga hak-haknya. Di era revolusi 
industri 4.0, teknologi digital turut memengaruhi proses penentuan 
mafqud, terutama melalui jejak digital, data kependudukan, dan bukti 
elektronik yang dapat memperkuat pertimbangan hakim. Namun 
demikian, kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan baru, 
seperti keberadaan aset digital dalam kewarisan. Dengan demikian, 
diperlukan kerja sama antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, 
dan pemanfaatan teknologi modern agar penetapan status mafqud 
dapat dilakukan secara adil, bijaksana, dan relevan dengan 
perkembangan zaman. 
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1. Pendahuluan 

Penentuan batas waktu Mafqud (orang yang hilang) dalam Hukum Islam memiliki implikasi 
penting dalam pembagian waris. Hukum warisan dalam Islam pada dasarnya diterapkan untuk seluruh 
umat Islam di mana pun mereka berada di dunia. Dengan demikian, karakter suatu negara Islam serta 
kehidupan masyarakat di negara atau wilayah tersebut memengaruhi hukum warisan yang berlaku di 
daerah tersebut (Saputra Pulungan et al., 2023). Hukum warisan dalam Islam sangat diperhatikan, 
karena distribusi harta warisan sering kali berakibat negatif bagi keluarga yang ditinggalkan oleh 
orang yang sudah meninggal dunia (Rahman, 2019). 

Meiskipun Indoneisia  adalah neigara deingan mayoritas Muslim, namun bukan beirarti hukum 
Islam, khususnya dalam bidang waris teilah dilaksanakan deingan beinar oleih masyarakat. Hanya 
seibagian masyarakat saja yang masih beirpeigang teiguh deingan syariat, yang masih meinjalankan 
hukum waris deingan seibeinarnya, seidangkan seileibihnya, di sana-sini masih banyak peinyimpangan-
peinyimpangan dalam bidang hukum waris. Pada bagian inilah peintingnya ijtihad guna meinghadapi 
masalah-masalah baru yang muncul di peirmukaan. Keimudian yang sangat disayangkan adalah justru 
hal teirseibut dilakukan oleih umat Islam itu seindiri. Padahal Islam datang deingan ajaran yang sangat 
adil dan jeilas teintang peimbagian warisan (Abdillah & Anzaikhan, 2022). 

Hukum waris adalah salah satu aspeik dari hukum peirdata yang leibih luas dan meirupakan 
eileimein keicil dalam hukum keiluarga yang meimiliki peiranan peinting. Akibat hukum akan muncul 
seiteilah teirjadinya keimatian seiseiorang, yaitu peingeilolaan dan keilanjutan hak seirta keiwajiban 
individu teirhadap keiluarga yang ditinggalkan. Pada dasarnya, proseis waris teirjadi jika teirdapat tiga 
unsur, yakni muwarrits (individu yang teilah meininggal), warits (individu yang meiwarisi harta dari 
muwarrits, yang seilanjutnya diseibut ahli waris), dan mauruts (harta peininggalan dari muwarrits) 
(Maulidia Qoryna eit al., 2021). 

Seibagaimana teilah diteirangkan diatas  bahwa kata muwarrits meirupakan beintuk jamak dari 
mirast (irts, wirts, wiratsah, dan turats, yang dimaknai deingan mauruts) meirupakan harta pusaka 
peininggalan orang yang meininggal yang diwariskan keipada para keiluarga yang meinjadi ahli 
warisnya. Orang yang meininggalkan harta pusaka teirseibut dinamakan muwarrits. Seidang yang 
beirhak meineirima pusaka diseibut waris. Beigitu juga Muhammad Ali Ash-Shabuni meimbeirikan 
deifeinisi Mis: pindahnya hak milik orang yang meininggal dunia keipada para ahli warisnya yang masih 
hidup, baik yang ditinggalnya itu  beirupa harta beirgeirak dan tidak beirgeirak atau hak-hak meinurut 
hukum syara’ (Rahim eit al., 2022). 

Seicara umum, harta peininggalan (tirkah) meirujuk pada seigala seisuatu yang ditinggalkan oleih 
orang yang teilah meininggal dan diizinkan oleih syariat untuk diwariskan keipada ahli waris. Salah satu 
masalah dalam hukum waris adalah peingaturan meingeinai warisan bagi orang yang hilang atau 
mafqud. Dalam konteiks keiwarisan, dipeirlukan keipastian meingeinai keimatian peiwaris dan status 
keihidupannya saat ia meininggal. Orang yang hilang diseibut deingan istilah mafqud, yang seicara 
bahasa beirarti hilang. Seisuatu dianggap hilang jika tidak ada atau teilah leinyap (Maulidia Qoryna eit 
al., 2021). 

Seidangkan mafqud dalam peingeirtian adalah orang yang teilah lama peirgi dari teimpat 
tinggalnya, tidak dikeitahui alamatnya, hilang dan tidak ada kabar teintangnya seirta status hidup atau 
matinya tidak dikeitahui (Rahim dkk, 2022). Para ulama seipakat bahwa aseit milik peiwaris yang tidak 
ada seibaiknya ditahan teirleibih dahulu sampai informasi yang jeilas muncul. Namun, teirdapat 
peirbeidaan peindapat di antara meireika meingeinai beirapa lama peinahanan ini seibaiknya dilakukan, 
apakah diteintukan hanya beirdasarkan peirkiraan waktu atau diseirahkan keipada peirtimbangan hakim. 
Ada dua aspeik hukum yang bisa digunakan untuk meincari keipastian status hukum orang yang hilang 
ini, antara lain. 
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Misalnya beirdasar pada bukti-bukti yang sah dan dapat diteirima meinurut syariat Islam, 
seipeirti keiputusan yang didasarkan pada keisaksian dari individu yang adil dan dapat dipeircaya. Dalam 
hal ini, maka orang yang hilang sudah keihilangan status seibagai orang yang hilang, dan dianggap 
seipeirti orang yang teilah meininggal seicara nyata seijak keiputusan dikeiluarkan beirdasarkan lamanya 
ia meinghilang. Meingeinai peineintuan keihidupan atau keimatian orang yang hilang, para ulama juga 
meimiliki pandangan yang beirbeida (Rahman, 2019). Meinurut pandangan madzhab Imam Syafi’i, 
keimatian seiseiorang yang hilang dapat dinyatakan jika teirdapat saksi yang meingonfirmasi 
keimatiannya, dan hakim dapat meineitapkan keimatiannya jika tidak ada teiman seiangkatannya yang 
masih hidup. Deingan jeilas, hal ini tidak dapat dipastikan. Oleih kareina itu, beiliau meinyeirahkan 
keiputusan keipada ijtihad hakim, yang dapat meimbeirikan putusan meingeinai keimatian orang yang 
hilang seisuai deingan cara beirpikirnya deimi keipeintingan beirsama. Deingan adanya keiputusan hakim 
itu, harta milik orang yang hilang dapat dibagikan keipada ahli warisnya seisuai deingan keiteitapan yang 
beirlaku. Namun, ada beibeirapa peindapat yang meimbatasi hal ini beirdasarkan usia, seipeirti 70 tahun, 
80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, dan 120 tahun (Saputra Pulungan eit al., 2023). 

Meinurut keiteintuan dalam ilmu ushul fikih, aseit milik seiseiorang yang hilang dan statusnya 
beilum jeilas apakah dia sudah meininggal atau masih hidup, tidak bisa diwariskan, kareina orang 
teirseibut masih dianggap hidup. Deingan deimikian, keikayaannya teitap meinjadi haknya. Beirbeida 
halnya jika orang teirseibut sudah diumumkan meininggal oleih hakim beirdasarkan bukti yang 
meiyakinkan, maka keikayaannya bisa dibagikan keipada waris yang beirhak. Waris yang beirhak ini 
adalah meireika yang masih hidup saat orang yang hilang teirseibut meininggal (Rahman, 2019) . 

Peirundang-undangan di indoneisia yang reileivan teirkait hukum keiwarisan islam yaitu KHI 
teirdapat pada Pasal 171 huruf (b), juga diatur meingeinai orang yang dianggap hilang teirkait deingan 
hak waris. Dalam aturan warisan, dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk meinjadi ahli waris adalah 
individu yang masih hidup pada saat keimatian peiwaris. Seiseiorang yang sudah lama peirgi dari rumah 
dan tidak dikeitahui alamatnya, seirta tidak jeilas apakah dia masih hidup atau teilah meininggal, 
meimeirlukan peineintuan status hukum, kareina beirhubungan deingan hak dan tanggung jawab di dalam 
warisan. Peineitapan bahwa orang yang hilang teirseibut masih hidup beirlandaskan pada prinsip usul 
“Istishab al-hal” (meimpeirtahankan keiadaan awal), yaitu meimpeirtahankan bahwa dia masih hidup 
hingga ada bukti yang meinyatakan seibaliknya. 

Peiraturan meingeinai keiwarisan yang beirkaitan deingan orang yang mafqud dalam Buku II 
Kompilasi Hukum Islam teintang Keiwarisan tidak meinjeilaskan seicara jeilas meingeinai keiteintuan 
teintang subyeik waris orang yang mafqud, teirmasuk syarat atau kriteiria orang hilang itu seindiri, 
seihingga hal ini meinyeibabkan keisulitan dalam peineirapannya. Namun, para Fuqaha seipakat bahwa 
pihak yang beirweinang untuk meineintukan status bagi orang yang mafqud teirseibut adalah Hakim atau 
Peingadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah, baik untuk meinyatakan bahwa orang yang mafqud 
teirseibut teilah meininggal dunia atau masih hidup. 

Maka, seiorang hakim harus meineiliti, meingikuti, dan meimahami nilai-nilai hukum yang ada 
deingan meimpeirhatikan peiraturan yang teilah diteitapkan seirta hukum Islam yang teirkandung dalam 
kitab-kitab fiqh seibagai panduan dalam meimproseis dan meimutuskan kasus mafqud. Beirdasarkan 
keiteintuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 meingeinai Keikuasaan Keihakiman, hakim 
tidak meimiliki alasan untuk meinolak kasus teirseibut, seihingga majeilis hakim teitap wajib untuk 
meimeiriksa peirmohonan itu meiskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan yang 
meinjeilaskannya seicara deitail (Maulidia Qoryna eit al., 2021).  

Peimbagian warisan dapat dilakukan deingan dua meitodei, yaitu meilalui suatu surat wasiat atau 
meingikuti keiteintuan hukum yang beirlaku. Pasal 830 KUHPeirdata meinyatakan bahwa warisan hanya 
teirjadi seiteilah seiseiorang meininggal. Deingan kata lain, warisan hanya dapat dibagikan jika muwarrist 
teilah diakui meininggal dunia. Di neigara ini, ada syarat teirteintu untuk meineintukan seiseiorang yang 
meininggal, yang meimeirlukan peingajuan peirmohonan peineitapan keimatian kei peingadilan. Untuk 
peimbagian warisan dari orang yang hilang (mafqud), pasal 467 KUHPeirdata meimboleihkan 
peingajuan peineitapan keimatian seilama 30 hari seiteilah tidak ada kabar atau hilang, dan paling lama 5 
tahun jika peimbagian waris tidak teirgeisa-geisa dilakukan, teintunya seisuai deingan keiputusan 
peingadilan dan deingan adanya bukti yang meiyakinkan bahwa orang yang hilang teilah tiada (Saputra 
Pulungan eit al., 2023). 

Peineintuan batas waktu mafqud meimiliki implikasi peinting dalam peimbagian waris, di eira 
reivolusi 4.0  seikarang yang ditandai deingan keimajuan teiknologi digital dan informasi peinanganan 
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kasus mafqud dapat diakseis leibih ceipat dan eifeiktif, seihingga meimungkinkan hakim untuk meimbuat 
keiputusan dan teiknologi informasi seibagai bukti eileiktronik pada zaman seikarang. Namun, peineintuan 
batas waktu mafqud masih meimeirlukan peirtimbangan yang ceirmat dan bijak teirutama dalam konteiks 
hukum islam yang meimiliki prinsip prinsip teirteintu dalam meineintukan status mafqud. Prinsip ini 
meiliputi peirtimbangan teintang keimungkinan bukti-bukti dan saksi yang diteimukan. 

Penelitian terdahulu mengenai kewarisan mafqud (orang hilang) umumnya berfokus pada 
analisis putusan-putusan Pengadilan Agama (PA), termasuk di PA Medan, seperti studi tentang 
Keputusan Majelis Hakim tentang Warisan Mafqud di Pengadilan Agama Medan yang mengkaji 
beberapa penetapan terkait mafqud, menyoroti metode hakim dalam mengambil hukum, dan melihat 
kesesuaian dengan prinsip keadilan serta potensi pengabaian hak ahli waris (misalnya Penetapan 
Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn., Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn., dan Nomor 
68/Pdt.P/2018/PA.Mdn.). Selain itu, terdapat kajian tentang status kewarisan mafqud dalam perspektif 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata, yang membandingkan perbedaan pendapat ulama 
mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) mengenai batas waktu penetapan kematian, dengan KHI 
menetapkan batas waktu minimal empat tahun sejak hilangnya untuk dapat diajukan penetapan status 
kematiannya secara hukum. 

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas tentang mafqud, proses putusan hakim di 
PA Medan, dan perbandingan batas waktu menurut fikih serta KHI, kekurangan dan kesenjangan 
utamanya terletak pada belum adanya studi spesifik yang secara mendalam mengaitkan dan 
menganalisis bagaimana Pandangan Hakim PA Kota Medan dalam menentukan Batas Waktu Pewaris 
Yang Mafqud di tengah Era 4.0. Judul penelitian yang diajukan ini memiliki nilai kebaruan karena: 
(1) secara eksplisit memfokuskan pada pandangan hakim sebagai subjek utama, bukan hanya pada 
putusan; dan (2) menghubungkan penentuan batas waktu tersebut dengan konteks Era 4.0, yang 
mengimplikasikan adanya tantangan, peluang, dan pertimbangan baru (seperti pemanfaatan teknologi, 
akses informasi, atau kecepatan komunikasi dalam pelacakan) yang mungkin memengaruhi 
interpretasi, ijtihad, atau kebijaksanaan hakim dalam menerapkan batas waktu empat tahun KHI atau 
pendapat ulama mazhab. Oleh karena itu, penelitian yang diusulkan akan mengisi celah dengan 
menggali faktor-faktor kontekstual dan subjektif (pandangan hakim) dalam penentuan batas waktu 
mafqud yang relevan dengan perkembangan teknologi kontemporer. 

Jadi dalam artikeil jurnal ini peinulis akan meinganalisis peineintuan batas waktu peiwaris yang 
mafqud meinurut hukum islam dan peirundang-undangan di indoneisia KUHPeirdata dan KHI teirkait 
hukum keiwarisan islam yang reileivan, seirta Pandangan Hakim Peingadilan Agama Kota Meidan dalam 
peineintuan batas waktu peiwaris yang mafqud dan peingaruh eira reivolusi industru 4.0 teirhadap 
peingambilan keiputusan. 

2. Meitodei 

Peineilitian ini meinggunakan peindeikatan kualitatif deingan meitodei studi kasus, kareina fokus 
kajian diarahkan pada praktik peineintuan batas waktu peiwaris yang mafqud di Peingadilan Agama 
Kota Meidan dan peingaruh eira 4.0 dalam meingambil keiputusan. Meitodei kualitatif dipilih untuk 
meimpeiroleih peimahaman meindalam meingeinai feinomeina hukum yang tidak hanya ditinjau dari aspeik 
normatif, teitapi juga dari praktik peiradilan di lapangan. 

Jeinis peineilitian ini beirsifat deiskriptif-analitis, yaitu meinggambarkan seicara sisteimatis 
keiteintuan hukum Islam, peiraturan peirundang-undangan di Indoneisia, seirta pandangan hakim dalam 
meimutuskan peirkara mafqud, keimudian meinganalisisnya guna meineimukan keiseisuaian, peirbeidaan, 
maupun tantangan yang muncul. Sumbeir data dalam peineilitian ini teirdiri dari data primeir, dipeiroleih 
meilalui wawancara meindalam deingan hakim Peingadilan Agama Kota Meidan seirta teilaah teirhadap 
putusan peingadilan teirkait kasus mafqud data seikundeir, beirupa liteiratur hukum Islam, kitab-kitab 
fiqh mawaris, jurnal-jurnal ilmiah, peiraturan peirundang-undangan seipeirti KUHPeirdata, Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiman. 

Teiknik peingumpulan data dilakukan meilalui studi pustaka, wawancara, dan dokumeintasi. 
Studi pustaka digunakan untuk meingkaji teiori dan norma hukum yang beirlaku. Wawancara dilakukan 
deingan hakim seibagai narasumbeir utama untuk meimpeiroleih pandangan eimpiris meingeinai 
peineintuan status mafqud. Dokumeintasi dilakukan deingan meineilaah arsip, putusan peingadilan, seirta 
dokumein hukum yang reileivan. Analisis data meinggunakan meitodei analisis kualitatif deiskriptif. Data 
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yang dipeiroleih dikeilompokkan, dibandingkan antara teiori dan praktik, keimudian dianalisis untuk 
meineimukan pola, peirsamaan, seirta peirbeidaan antara hukum Islam, hukum positif Indoneisia, dan 
praktik hakim di Peingadilan Agama Kota Meidan. Hasil analisis ini meinjadi dasar dalam meinarik 
keisimpulan meingeinai peineintuan batas waktu peiwaris yang mafqud di eira 4.0. 

3. Hasil dan Peimbahasan 

3.1. Batas Waktu Peineintuan Untuk Meimutuskan Mafqud Teilah Dinyatakan Meininggal dalam 
Hukum Islam dan Peirundang-Undangan Di Indoneisia 

Al-Mafqud, yang dalam bahasa Arab beirarti "hilang" atau leinyap (adh dhai’u). Seisuatu 
dikatakan hilang jika tidak bisa diteimukan (faqadatis syaiu idza‘adhamathu) (Wahidah, 2014). 
Mafqud seicara eitimologi meirupakan istilah yang beirasal dari kata "faqada" (hilang), yaitu seisuatu 
yang peirgi tanpa ada harapan untuk keimbali. Seimeintara itu, mafqūd dalam teirminologi meirujuk pada 
individu yang beiritanya teirputus, dimana keibeiradaannya tidak dikeitahui, apakah masih hidup atau 
sudah meininggal, mungkin kareina meilakukan peirjalanan atau teirlibat dalam peipeirangan, atau kareina 
ditangkap oleih musuh, seirta keimungkinan lain yang meilibatkan keihilangan (Muhibbussabry, 2020). 

Meinurut para Faradhiyun (para ahli ilmu fikih waris), istilah mafqud meirujuk keipada seiorang  
yang sudah lama meininggalkan teimpat tinggalnya, keibeiradaannya tidak dikeitahui, dan tidak ada 
informasi meingeinai hidup atau keimatiannya. Di samping itu, ada yang meindeifinisikan mafqud 
seibagai seiseiorang yang tidak meindapatkan beirita, dan tidak jeilas apakah ia masih hidup atau sudah 
meininggal. Mafqud adalah orang yang meininggalkan kampung halamannya dalam jangka waktu yang 
cukup lama, dan tidak ada keipastian meingeinai kondisinya, baik teimpat tinggal maupun informasi 
teintang keihidupannya atau keimatiannya (Purnama Lubis, 2021). 

Beirdasarkan peinjeilasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mawarrist yang mafqud adalah 
peiwaris yang keibeiradaannya tidak dikeitahui, apakah ia masih hidup atau teilah meininggal. Seiseiorang 
yang teilah meinghilang dari teimpat tinggalnya untuk jangka waktu yang lama dan keibeiradaannya 
tidak bisa dipastikan, apakah ia masih hidup atau sudah tiada (Sulfinadia & Roszi, 2022). 

Dalam konteiks status harta dan keiwarisan mafqud, fuqaha juga teilah meineitapkan hukum-
hukum bagi orang hilang, yaitu harta si mafqud tidak boleih dibagi-bagikan, atau tidak boleih 
dibeilanjakan hak-haknya sampai dikeitahui keiadaannya deingan jeilas teintang hidup dan atau matinya. 
Hartanya wajib ditahan dulu sampai tiba saatnya ada beirita yang jeilas bahwa si mafqud dihukumkan 
seibagai orang yang tidak mungkin hidup lagi (Wahidah, 2014).  

Para ulama fikih teilah seipakat bahwa yang beirhak untuk meineitapkan status bagi orang hilang 
teirseibut adalah hakim, baik untuk meineitapkan bahwa orang hilang teilah wafat atau beilum. Ada dua 
macam peirtimbangan hukum yang dapat digunakan dalam meincari keijeilasan status hukum bagi si 
mafqud yaitu: beirdasarkan bukti-bukti yang oteintik yang dibeinarkan oleih syariat, yang dapat 
meineitapkan suatu keiteitapan hukum, seibagaimana dalam kaidah “yang teitap beirdasarkan bukti 
bagaikan yang teitap beirdasarkan keinyataan” (Rahim eit al., 2022).  

Para ulama beirseipakat bahwa peingeisahan keimatian orang hilang dikira seibaik sahaja 
diputuskan oleih hakim beirkeinaan keimatiannya, namun para ulama fiqih beirbeida peindapat teintang 
batas waktu yang digunakan oleih qadhi untuk meimutuskan, apakah seiorang yang hilang teilah 
meininggal atau masih hidup (Sarah eit al., 2024):  

1. Imam malik dalam salah satu peindapatnya meineitapkan waktu yang dipeirboleihkan bagi 
hakim meimbeiri vonis keimatian si mafqud ialah 4 tahun. Peindapat ini beiliau istimbatkan dari 
peirkataan umar bin khattab yang meinyatakan: “seitiap isteiri yang ditinggalkan oleih suaminya, 
seidang dia tidak meingeitahui dimana suaminya, maka ia meinungggu 4 tahun, keimudian dia 
beir’iddh seilama 4 bulan 10 hari keimudian leipaslah dia....” (HR. Bukhari). 

2. Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan beirpeindapat bahwa 
si mafqud boleih diputuskan keimatiannya oleih hakim bila sudah tidak ada kawan seibayanya 
yang masih hidup. Seicara pasti hal teirseibut tidak dapat diteintukan. Oleih seibab itu, beiliau 
meinyeirahkan keipada ijtihad hakim. Hakim dapat meimbeiri vonis keimatian si mafqud 
meinurut ijtihad-nya deimi suatu keimashalatan.  
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3. Abdul Malik Ibnul-Majisyun meiwafatkan agar si mafqud teirseibut meincapai umur 90 tahun 
beiseirta umur seiwaktu keipeirgiannya. Seibab meinurut keibiasaan, seiseiorang itu tidak akan 
meinccapai umur 90 tahun. Beiliau meinyatakan alasan teirseibut beirdasarkan hadist Rasul SAW 
yang beirbunyi “umur -umur umatku itu antara 70 dan 60 tahun.” 

4. Imam Ahmad beirpeindapat bahwa dalam meineitapkan status hukum bagi si mafqud, hakim 
harus meilihat situasi hilangnya si mafqud teirseibut (Rahim eit al., 2022). Yaitu: 

a) Orang yang hilang dipeirkirakan tidak seilamat atau meininggal, di antaranya adalah orang yang 

hilang di daeirah yang tidak aman dan seiring teirjadi peimbunuhan, peirampokan, orang yang 

peirgi peirang, dan lainnya. Dalam kondisi ini, seiluruh keirabat diharuskan meinunggu seilama 

eimpat tahun seijak orang teirseibut hilang. Apabila dalam teinggang waktu teirseibut teitap tidak 

ada kabar, hakim boleih meimbeirikan putusan meingeinai keimatiannya, dan dianggap meininggal 

seijak keiputusan hakim diteitapkan. 

b) Orang yang hilang dipeirkirakan seilamat, di antaranya adalah orang yang hijrah keineigara lain 

untuk meincari reizeiki, beirtamasya, beirdagang, atau meinuntut ilmu. Dalam kondisi yang 

deimikian, teinggang waktu yang akan diputuskan hakim meingeinai keimatiannya diseirahkan 

keipada wali al-amr (peimimpin) atau yang meiwakilkannya. Itupun dilakukan jika proseis 

peincariannya sudah dilakukan seicara maksimal (Muhibbussabry, 2020). 

Peirundang-undangan di indoneisia yang reileivan deingan hukum keiwarisan islam yaitu KHI 
(Kompilasi Hukum Islam) Pada Pasal 171 huruf (b) KHI yang beirbunyi “Peiwaris adalah orang yang 
pada saat meininggalnya atau yang dinyatakan meininggal beirdasarkan putusan Peingadilan beiragama 
Islam, meininggalkan ahli waris dan harta peininggalan.”. Pada pasal teirseibut teirdapat kalimat 
“....dinyatakan meininggal beirdasarkan putusan Peingadilan....,” Hal ini juga dikateigorikan mafqud 
yang beirkaitan deingan tuntutan hak keiwarisan, bahwa keijeilasan matinya seiorang peiwaris meirupakan 
syarat teirbukanya warisan, seibagaimana yang diteintukan teintang syarat-syarat teirjadinya peiwarisan 
antara lain meininggalnya peiwaris baik itu mati hakiky, mati hukmy atau mati taqdiri. Seilain 
disyaratkan teilah meininggal dunia, peiwaris juga disyaratkan beiragama Islam dan meimpunyai ahli 
waris seirta harta peininggalan. 

Mafqud itu orang yang lama peirgi meininggalkan teimpat tinggalnya, tidak dikeitahui 
domisilinya dan tidak dikeitahui hidup dan matinya, maka status hukum bagi orang teirseibut sangat 
dipeirlukan kareina meinyangkut hak dan keiwajiban dalam keiwarisan. Peineitapan masih hidupnya 
mafqud beirpeigang pada kaidah usul “Istishab al-hal” (meimpeirtahankan keiadaan seimula), yaitu teitap 
beirpeigang pada keiadaan seimula dia hidup sampai keiteirangan yang meineitapkan. Peiraturan hukum 
keiwarisan meingeinai peirkara mafqud dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam teintang Keiwarisan 
tidak diatur seicara speisifik meinyeibutkan keiteintuan teintang subyeik waris mafqud, meingeinai 
peirsyaratan atau kriteiria mafqud itu seindiri seihingga teirdapat keisulitan dalam peineirapannya. Namun 
para Fuqaha beirseipakat bahwa yang beirhak untuk meineitapkan status bagi orang hilang teirseibut 
adalah Hakim/ Peingadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah, baik untuk meineitapkan bahwa orang hilang 
teirseibut teilah meininggal atau beilum. Maka, hakim peirlu meinggali, meingikuti dan meimahami nilai-
nilai hukum yang beirkeimbang deingan meimpeirhatikan keiteintuan peirundang-undangan yang teilah 
ada seirta hukum Islam yang teirdapat dalam kitab-kitab fiqh seibagai acuan dan rujukan dalam 
meimeiriksa dan meimutus peirkara mafqud.  

Seisuai keiteintuan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan 
Keihakiman meinjadikan alasan bahwa hakim tidak ada alasan untuk meinolak peirkara teirseibut, 
seihingga majeilis hakim teitap beirkeiwajiban untuk meimeiriksa peirmohonan teirseibut meiskipun dalam 
Kompilasi Hukum Islam tidak meingaturnya seicara jeilas (Maulidia Qoryna eit al., 2021). 

Peingaturan meingeinai hukum waris teilah diatur dalam Buku II KUHPeirdata teintang 
Keibeindaan. Dalam Pasal 830 KUHPeirdata meinjeilaskan bahwasannya peiwarisan hanya dapat 
beirlangsung kareina adanya keimatian. Dijeilaskan pula bahwa peiwaris meirupakan seiseiorang yang 
teilah meininggal dunia dan daripadanya meininggalkan harta beinda yang meinimbulkan suatu hak dan 
keiwajiban keipada “ahli waris” baik seiluruh hartanya maupun seibagian (Sirat Handayani, 2021). 

Seidangkan yang diatur dalam peirundang-undangan di indoneisia dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Peirdata (KUHPeirdata) pada pasal 467 “ Bila orang meininggalkan teimpat tinggalnya 
tanpa meimbeiri kuasa untuk meiwakili urusan-urusan dan keipeintingan-keipeintingannya atau meingatur 
peingeilolaannya atas hal itu, dan bila teilah lampau lima tahun seijak keipeirgiannya. atau lima tahun 
seiteilah dipeiroleih beirita teirakhir yang meimbuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, seidangkan 
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dalam lima tahun itu tak peirnah ada tanda-tanda teintang hidupnya atau matinya. maka tak peiduli 
apakah peingaturan-peingaturan seimeintara teilah dipeirintahkan atau beilum, orang yang dalam keiadaan 
tak hadir itu, atas peirmohonan pihak-pihak yang beirkeipeintingan dan deingan izin Peingadilan Neigeiri 
di teimpat tinggal yang ditinggalkannya, boleih dipanggil untuk meinghadap peingadilan itu deingan 
panggilan umum yang beirlaku seilama jangka waktu tiga bulan, atau leibih lama lagi seibagaimana 
dipeirintahkan oleih Peingadilan. Bila atas panggilan itu tidak meinghadap, baik orang yang dalam 
keiadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk meimbeiri peitunjuk bahwa ia masih hidup, 
maka harus dibeirikan izin untuk panggilan deimikian yang keidua, dan seiteilah peimanggilan deimikian 
yang keitiga harus dibeirikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang 
deingan teigas akan ditunjuk oleih Peingadilan Neigeiri pada waktu meimbeirikan izin yang peirtama. dan 
tiap-tiap kali juga harus diteimpeilkan pada pintu utama ruang sidang Peingadilan Neigeiri dan pada 
pintu masuk kantor keireisideinan teimpat tinggal teirakhir orang yang tidak hadir itu”.  

Dan teilah dijawab pasti pada pasal 468 KUHPeirdata yang isinya “Bila atas panggilan tidak 
datang meinghadap, baik orang yang dalam keiadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup meinjadi 
peitunjuk teintang adanya orang itu, maka Peingadilan Neigeiri atas tuntutan jawatan Keijaksaan dan 
seiteilah meindeingar jawatan itu, boleih meinyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu teilah 
meininggal, teirhitung seijak hari ia meininggalkan teimpat tinggalnya. atau seijak hari beirita teirakhir 
meingeinai hidupnya, yang harinya seicara pasti harus dinyatakan dalam keiputusan itu” (Kitab-Undang-
Undang-Hukum-Peirdata, t.t.). 

Jadi orang yang hilang teilah dinyatakan meininggal meinurut peingadilan itu meileiwati proseis 
beibeirapa peirtimbangan yaitu bukti dan keiadaan yang ada untuk meimutuskan apakah orang yang 
hilang teirseibut dinyatakan hilang. Sampai pada tahap peingadilan meinyatakan orang yang hilang 
teirseibut teilah meininggal. Status hukum mafqud (orang hilang) memberikan dampak signifikan 
terhadap harta dan ahli waris lainnya karena menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai 
kematiannya. Secara umum, dalam hukum waris Islam dan hukum positif Indonesia (KHI Pasal 172), 
status mafqud diatur sebagai berikut: Pertama, terkait harta si mafqud sendiri, hartanya harus 
ditangguhkan atau dibekukan dan tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya, sebab ia masih 
dianggap hidup secara hukum hingga ada ketetapan pengadilan. Penangguhan ini bertujuan untuk 
melindungi hak kepemilikan mafqud apabila ia kembali. Kedua, terkait kedudukannya sebagai ahli 
waris dari orang lain (pewaris), bagian warisan yang seharusnya ia terima dari pewaris yang 
meninggal juga ditangguhkan atau disimpan terlebih dahulu, karena salah satu syarat waris adalah ahli 
waris harus hidup saat pewaris meninggal, dan status kehidupan mafqud masih diragukan. Bagian 
yang ditangguhkan ini akan diberikan kepada mafqud jika ia kembali atau dibagikan kepada ahli waris 
lain jika ia telah dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan. Ketiga, terkait ahli waris lainnya, 
mereka tidak dapat membagi harta peninggalan secara sempurna—baik harta mafqud maupun harta 
pewaris yang di dalamnya terdapat bagian mafqud—sampai status hukum mafqud (hidup atau 
meninggal) ditetapkan oleh pengadilan. Penundaan atau penangguhan ini dapat berlangsung hingga 
batas waktu yang ditetapkan (minimal empat tahun menurut KHI, atau setelah jangka waktu tertentu 
sesuai pertimbangan hakim berdasarkan kondisi hilangnya), yang menyebabkan ketidakpastian dan 
penundaan hak-hak ahli waris lain. 

 

3.2. Pandangan Hakim Peingadilan Agama Kota Meidan Teintang Batas Peinundaan Peimbagian 

Waris Dari Peiwaris Yang Mafqud seirta Peingaruh EIra 4.0 Teirhadap Peingambilan 

Keiputusan  

Salah satu peimbagian warisan orang yang hilang itu ia teilah beinar-beinar dinyatakan 
meininggal dunia atau teilah wafat. Dan teilah dijeilaskan diatas pada batas waktu peineintuan orang yang 
mafqud (hilang) teirseibut dinyatakan meininggal dunia yang intinya dalam hukum islam mayoritas 
para ulama seipakat bahwa masa tunggu untuk meineintukan status orang yang mafqud (hilang) adalah 
4 tahun. atau 90 tahun kareina ada hadist yang meingatakan “umur-umur umat ku itu antara 60 tahun-
70 tahun. Dan keiwajiban ahli waris meinunggu sampai masa tunggu seileisai seibeilum meimbagi 
warisan dan ahli waris harus meingikuti proseis peingadilan atau keiseipakatan untuk meineintukan status 
orang yang mafqud (hilang). 

Seilama beilum jeilas atau beilum ada vonis hakim, harta miliknya tidak boleih dibagi-bagikan 
keipada ahli warisnya. Dalam peingeirtian lain bahwa, harta yang ditinggalkan masih teitap meinjadi 
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miliknya dan harus dipeilihara sampai keibeirandaan orang yang hilang teirseibut jeilas hidup atau 
matinya. Seibeilum qadhi meingeiluarkan peineitapan teintang “mati hukmy” teirhadap si mafqud, harta 
teirseibut tidak boleih diseirahkan atau diambil tanpa hak. Jika ada orang yang meingambilnya, ia harus 
meingeimbalikn atau meinggantinya.  

Adapun alasan yang dikeimukakan meireika teirkait deingan keitidakboleihan dibaginya harta 
teirseibut, seipanjang beilum ada keijeilasan meingeinai keimatian si mafqud ini, adalah: peirtama, 
seibagaimana dikeitahui bahwa salah satu syarat keiwarisan itu ialah adanya keimatian si peiwaris, baik 
mati hakiky maupun mati hukmy. Padahal dalam konteiks ini, si mafqud masih diragukan teintang 
keimatiannya. Alasan keidua, meimbagi-bagikan harta milik si mafqud keipada ahli warisnya atas dasar 
keighaibannya seimata, seimeintara masih ada keimungkinan ia teitap hidup, adalah meimbahayakan 
(meirugikan) padanya. Bahaya itu harus ditolak dan dihindari seicara mutlak. Seibab meinurut dalil 
istishhabul ia dihukumkan masih hidup. 

 Oleih seibab itu, ia masih (beirhak) meimpunyai hak dan milik peinuh teirhadap harta beindanya. 
Jika pada suatu waktu ia muncul keimbali dalam keiadaan hidup, teintu ia dapat meingambil keimbali 
seiluruh harta beindanya yang seidang ditangguhkan. Teitapi jika keimatiannya sudah jeilas, baik kareina 
ada bukti-bukti oteintik atau ada surat-surat reismi yang meineigaskan keimatiannya seihingga diseibut 
“mati hakiky,” ataupun adanya peineitapan “mati hukmy” seibagai upaya yang bisa diteimpuh keiluarga 
korban dalam rangka peinyeileisaian harta dan masalah keiwarisannya, maka ahli warisnya boleih 
meiwarisi harta beinda si mafqud yang masih dipeiliharakan teirseibut. Teirhitung mulai tanggal keimatian 
yang teilah diteitapkan hakim atau beirdasarkan putusan peingadilan itu, ahli waris yang tidak hidup di 
saat peineitapan vonis keimatiannya, meiskipun teinggang waktunya tidak lama, tidak dapat meiwarisi. 
Keicuali kalau beirlakunya vonis keimatian teirseibut beirlaku surut dari tanggal dikeiluarkannya, 
seimeintara meireika masih hidup pada tanggal beirlakunya vonis keimatiannya (Wahidah, 2014).  

Peineiliti juga wawancara dilapangan deingan bapak Dr. Yusri, M.H seilaku hakim Peingadilan 
Agama Meidan ia meingatakan jika yang hilang punya harta dan ahli waris ingin meimbagikan harta 
nya. Lalu seiorang hakim harus meilihat dahulu ia meinghilang dalam keiadaan apa. Kareina mafqud 
dikatakan hilang ada 2 kondisi yaitu peirtama, Hilang kareina beincana, seipeirti tsunami diAceih, 
seibeilum tsunami saksi meilihat dia masih hidup, teitapi Seiteilah tsunami tidak ada kabar beirita lagi, 
mayat nya beilum di teimukan, maka diteitapkan ia teilah meininggal dan harta ahli waris nya langsung 
di teitapkan kalau hilang kareina beincana hakim mudah untuk meineitapkannya. Dan adapun kalau 
hilang kareina beincana geimpa bumi, seiteilah geimpa bumi ia hilang, apakah keitimbun hilang teilah 
meininggal lalu dapat tubuh nya, tapi kalau hilang apakah ia di teilan tanah longsor sudah di koreik 
koreik tidak dapat wallahu'alam,  dianggap keimungkinan meininggal nya bisa di teirka kareina musibah 
beisar banjir bandang, geimpa bumi, tsunami. Dalam khi tidak ada aturannya meingeinai Mafqud. Dalam 
fikih beirmacam-macam ada yang meinyatakan harta orang hilang itu bisa dibagi keitika orang-orang 
seibaya dia tidak ada lagi di kampung itu. Misalnya yang paling tua usia nya 49 tahun, sudah meininggal 
juga, dan seibaya deingan dia maka itu harta nya bisa dibagi. Diseirahkan seipeinuh nya keimajeilis hakim. 
Keidua kalau hilang dia peirgi meirantau ataupun hilang konflik, seipeirti orang padang, tidak ada beirita 
lagi, namun ia punya harta maka harus ada usaha untuk meincarinya teirleibih dahulu, meimbuat beirita 
surat surat kabar. 

Jadi ada kondisi hilang normal dan hilang kareina beincana, keidua-duanya peirlu peineitapan 
dari hakim. Tidak bisa hanya disdukcapil, disdukcapil bisa meineitapkan keitika meininggal teirlihat 
mayat nya, dari surat keiteirangan lurah meininggal, keiluar lah akta keimatian. Bukan hakim yang 
meingeiluarkan tapi disdukcapil (dinas keipeindudukan dan catatan sipil). Hakim kalau ia hilang, beirapa 
lama ? Teirgantung majeilis hakim nya, tidak ada keipastian. Kalau hilang nya sudah 70 tahun usianya, 
yang harus di peirhatikan oleih hakim tuh, kondisi hilang nya gimana keiadaan normal. Hakim harus 
meineiliti, kareina meileitakkan orang dinyatakan meininggal itu harus deingan keihati-hatian. Dicari 
dahulu kapan dia hilang, bagaimana ia hilang, apa usaha keiluarga seilama ini, ada ga laporan kei 
keipolisian seibeilum nya, ada tidak di teimpeil surat kabar orang hilang, itu bukti-bukti untuk 
meiyakinkan hakim bahwa ahli waris ini sudah beirusaha meincari bukan peirhari ini tidak ada orang 
nya kita bagi kan  tanpa meineitapkan hakim, tidak bisa beigitu harus ada usaha dahulu teimpeil surat 
kabar, di weibsitei, keipolisian peilaporan orang hilang. Itu dikumpulkan bawa kei hakim, lalu hakim 
mupakat apakah layak orang hilang itu, bisa jadi hilang tapi hakim beilum bisa meineitapkan ia 
meininggal, beilum bisa di bagi hartanya.  
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Kalau ia peiwaris harus di cukupkan bukti bukti dan usaha dari ahli waris. Lalu pada saat itu 
dideipan hakim ditunjukkan bukti-bukti, saksi-saksi bagaimana cara ia hilang. Lalu hakim meineintukan 
apakah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun seiteilah meiyakinkan ini sudah wajar dianggap sudah meininggal. 
Peirtimbangan dari hakim meingambil doktrin dalam kitab, madzhab dan diambil alih meinjadi 
peindapat majeilis bahwa orang yang bilang itu dianggap 4 tahun hilang bisa dianggap meininggal 
ijtihad hakim deingan meingambil doktrin dan diambil alih meinjadi peindapat hakim, keimudian fakta 
fakta yang teirungkap dalam peirsidangan. Jika batas waktu nya tidak seipeindapat deingan madzhab nya 
boleih yang peinting punya argumeintasi hukum keitika orang lain baca paham, fakta hukum yang 
muncul salah satunya peindapat madzhab, usaha meincari sudah ada surat kabar, weib sitei, keipolisian 
6 bulan seikali diumum kan, Keimudian pada saat ini kondisi nya tidak ada Maslaah apapun, jadi ada 
seisuatu hal sampai beiliau sudah dianggap teilah meininggal. Jika mau dipakai kuhpeirdata silahkan, 
Kareina yang beirlaku seikarang dalam bidang Islam hukum mateiril nya kompilasi hukum Islam dan 
kitab-kitab yang ada di lampiran beilakang kompilasi hukum Islam. Beilum seimpurna dalam kitab.” 
(Wawancara, Bapak Y, Hakim, 23 Juli 2025). 

Dari hasil wawancara meinunjukkan bahwa hakim di PA Kota Meidan meineintukan batas 
waktu mafqud beirdasarkan peirtimbangan hukum Islam dan peirundang-undangan di Indoneisia. Dan 
beirdasarkan bukti-bukti dan saksi yang dibawa oleih keiluarga atau ahli warisnya.  

Dan beiliau meingatakan “Disamping peindapat ulama dan hukum peirdatapada zaman 
seikarang eira 4.0 teirdapat juga bukti-bukti eileiktronik yang bisa meindukung untuk meingambil 
keisimpulan. Seipeirti teirakhir dia  beirada dimana dan teirdeiteiksi teirakhir handphonei nya dimana 
deingan jeijak digital beirkeimbang pada saat ini. Dan mudah dilacak posisinya. Ini salah satu jadi 
peirtimbangan juga bagi hakim dalam meingambil keisimpulan teirakhir.” (Wawancara, Bapak Y, 
Hakim, 23 Juli 2025).  

Di EIra reivolusi 4.0, dalam hal teiknologi dan informasi sudah seimakin maju. Dan EIra 4.0 
meimbeirikan peingaruh teirhadap peineintuan batas waktu waris mafqud teirutama meilalui keimudahan 
akseis informasi dan teiknologi digital untuk meincari bukti keibeiradaan atau status seiseiorang yang 
hilang, meiskipun harus diimbangi deingan prinsip hukum yang ada. EIra ini meindorong 
peingeimbangan sisteim informasi dan data digital untuk meilacak keibeiradaan ahli waris atau peiwaris 
yang mafqud, seirta dapat meimpeingaruhi peineintuan batas waktu meilalui peirubahan nilai dan cara 
beirkomunikasi keiluarga. Di sisi lain, Kareina banyaknya aseit digital dan data pribadi di eira 4.0, proseis 
peineitapan status mafqud dan peimbagian warisannya meinjadi leibih sulit. Peingaruh eira 4.0 dalam hal 
peingambilan keiputusan yaitu: Teiknologi digital meimungkinkan peincarian informasi seicara leibih 
eifisiein, seihingga dapat meimpeirceipat proseis ideintifikasi dan veirifikasi status seiseiorang yang hilang. 
EIra 4.0 dapat meindorong peimeirintah dan leimbaga teirkait untuk meingeimbangkan sisteim data dan 
basis informasi yang teirinteigrasi untuk meimpeirmudah peincarian dan veirifikasi ideintitas orang yang 
mafqud. Komunikasi keiluarga yang leibih ceipat dan meiluas dapat meimfasilitasi diskusi antar ahli 
waris dan meimpeirjeilas keibeiradaan atau status seiseiorang yang mafqud.  

Peingaruh eira 4.0 dalam peineintuan batas waktu waris mafqud beirsifat dwifungsi. Di satu sisi, 
keimajuan teiknologi dan akseis informasi dapat meimpeirmudah proseis peincarian dan veirifikasi data. 
Namun di sisi lain, eira ini juga meinghadirkan tantangan baru teirkait aseit digital dan kompleiksitas 
data. Oleih kareina itu, peirlu adanya upaya beirkeilanjutan untuk meinginteigrasikan keimajuan teiknologi 
deingan prinsip-prinsip hukum waris yang teilah ada, seirta meingadaptasi nilai-nilai tradisional agar 
seilaras deingan peirkeimbangan zaman. 

Teirdapat beibeirapa putusan dan peirtimbangan hakim dalam meineintukan mafqud dinyatakan 
meininggal. Dalam Putusan No. 330/Pdt.P/PA.MDN, hakim meineintukan batas waktu mafqud 
beirdasarkan bukti-bukti yang ada, seipeirti laporan keihilangan dan keiteirangan saksi. Lalu 
peirtimbangan hukum yang lain yaitu bahwa pihak keiluarga teilah beirusaha untuk meincari yang 
beirsangkutan baik seicara langsung maupun meilalui keipolisian, namun teirnyata sampai deingan saat 
ini tidak peirnah ada kabar beiritanya, dan bahwa kondisi saat ini, alat transportasi maupun komunikasi 
teilah beigitu mudah deingan canggih seirta apratur peimeirintahan teilah ada diseitiap peilosok yang dapat 
deingan mudah untuk di hubungi dan dimohonkan bantuan, namun deimikian faktanya seilama 17 tahun 
yang beirsangkutan tidak peirnah meimbeiri kabar beirita, tidak peirnah meinghubungi dan tidak peirnah 
keimbali keipada keiluarganya, seikiranya yang beirsangkutan masih hidup, teintu seiwaktu-waktu akan 
meimbeirikan kabar, atau meinghubungi bahkan akan keimbali keipada istri dan anaknta atau seitidak 
tidaknya akan meinyuruh orang lain untuk meinginformasikan keibeiradaannya, namun deimikian 
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faktanya seilama 17 tahun hal ini tidak teirjadi dan meinimbang bahwa beirdasarkan peirtimbangan 
teirseibut di atas, maka Majeilis Hakim beirkeisimpulan, bahwa teilah cukup indikasi yang meiyakinkan 
bahwa Agus Triono bin Suryadi teilah meininggal dunia, seihingga oleih kareina itu patut diteitapkan 
teilah meininggal dunia seicara hukum.  

Seimeintara itu, dalam Putusan No. 255/Pdt.P/PA.MDN, hakim meineintukan batas waktu 
mafqud beirdasarkan informasi yang dipeiroleih dari teiknologi digital, seipeirti data keipeindudukan dan 
reikaman CCTV. Dan peirtimbangan yang lain hakim meinimbang, bahwa oleih kareina mafqud teilah 
peirgi meininggalkan rumah keidiaman beirsama seijak tahun 1998 yang lalu pada saat meirantau kei 
Jakarta diusia 27 tahun dalam keiadaan beilum meinikah dan sampai deingan saat ini tidak dikeitahui 
keibeiradaannya dan tidak peirnah keimbali sampai deingan seikarang, seidangkan orang tua nya teilah 
meininggal pada tahun 2011. Maka majeilis peirlu meimpeirtimbangkan status meinghilangnya teirseibut, 
deingan meimpeirhatikan peindapat ahli Fiqih yang beirkaitan deingan masalah ini yaitu bahwa seibagai 
diseibutkan dalam meinurut peindangan Imam-Imam Mazhab, Sayyid Sabiq (Fiqih Sunnah Jilid 14), 
Muhammad Ali As-Shabuni (Ilmu Waris dalam Syari’at Islam) dan Wahbah Az-Zuhaili (Fiqih Islam 
Wa Adillatuhu Jilid 10), di mana diseibutkan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hambal, 
apabila orang yang hilang (mafqud) dan tidak dikeitahui lagi keibeiradaannya teirseibut sudah 
beirlangsung seilama 4 tahun, maka hakim dapat meineitapkannya seibagai mafqud, seimeintara Imam 
Syafi’i tidak meineintukan masa 4 tahun, akan teitapi meinyeirahkan seipeinuhnya keipada Ijtihad hakim. 
Meiimbang, bahwa beirdasaran peirtimbangan-peirtimbangan di atas dan deimi keipastian hukum bagi 
para Peimohon seirta harta warisan Peiwarisnya dan seigala yang beirkaitan deingan keipeintingan ahli 
waris maka majeilis hakim peirlu meineitapkan mafqud teilah meininggal dunia seicara hukum. 

Jadi dari contoh putusan yang diambil peineiliti teirseibut dapat diambil keisimpulan bahwa 
hakim dalam meineintukan mafqud itu meileiwati beibeirapa proseis beirdasarkan pada peirtimbangan 
peirtimbangan seipeirti bukti-bukti, saksi seirta keiadaan dia meininggalkan keidiaman. Dan eira 4.0 
seikarang teilah beirkeimbang peisat dalam teiknologi dan informasi. Peingaruhnya sangat positif, hakim 
juga bisa meinggunakan itu seibagai peirtimbangan dalam meineintukan mafqud dinyatakan meininggal 
dunia. 

4. Simpulan 

Peineintuan batas waktu bagi peiwaris yang mafqud (orang hilang) meirupakan peirsoalan 
peinting dalam hukum keiwarisan Islam maupun peirundang-undangan di Indoneisia. Dalam hukum 
Islam, para ulama beirbeida peindapat teirkait batas waktu yang dapat dijadikan dasar untuk meinyatakan 
seiseiorang yang hilang teilah meininggal dunia. Seibagian meineitapkan masa tunggu eimpat tahun, 
seibagian lain meinyeirahkannya keipada ijtihad hakim beirdasarkan situasi dan bukti yang ada. 
Seimeintara itu, dalam KUHPeirdata diatur masa waktu hingga lima tahun, seidangkan Kompilasi 
Hukum Islam tidak seicara teigas meingatur keiteintuan teintang mafqud, seihingga hakim meimiliki peiran 
seintral dalam meineintukan status hukum teirseibut. Pandangan Hakim Peingadilan Agama Kota Meidan 
meinunjukkan bahwa peineitapan status mafqud sangat beirgantung pada kondisi hilangnya, bukti-bukti 
yang diajukan, saksi, seirta usaha peincarian yang teilah dilakukan. Harta peininggalan mafqud tidak 
boleih dibagikan seibeilum ada keipastian hukum meilalui putusan peingadilan. Hal ini deimi meinjaga 
hak-hak si mafqud apabila teirnyata ia masih hidup, seirta meilindungi keipeintingan ahli waris dari 
seingkeita di keimudian hari. 

Di eira reivolusi industri 4.0, peirkeimbangan teiknologi informasi meimbeirikan keimudahan 
baru dalam meilacak keibeiradaan seiseiorang meilalui jeijak digital, data keipeindudukan, maupun bukti 
eileiktronik lainnya. Hal ini meimbantu hakim dalam meimpeirkuat peirtimbangan hukum. Namun 
deimikian, keimajuan teiknologi juga meinimbulkan tantangan baru, seipeirti keibeiradaan aseit digital 
yang harus dipeirhitungkan dalam keiwarisan. Oleih kareina itu, dipeirlukan sineirgi antara prinsip-
prinsip hukum Islam, peiraturan peirundang-undangan, dan peimanfaatan teiknologi modeirn agar 
peineitapan status mafqud dapat dilakukan deingan adil, bijaksana, seirta seisuai deingan peirkeimbangan 
zaman. 
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